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ANALISIS TENTANG TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP 
PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) 
RADEN RORO FARADILLA ARINA PERMATASARI 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian dalam KPR. Lokasi 
penelitian dilakukan di Bank BTN Syariah Cabang Kota Surakarta yang bekerjasama 
dengan PT. Aristo Kurnia Alam selaku penyedia rumah layak tinggal bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah. Metode penelitian bersifat normative dengan jenis 
penelitian deskriptif karena akan mneguraikan secara menyeluruh dan sistematis 
tentang KPR. Sumber data bertitik berat pada penelitian kepustakaan untuk mencari 
data sekunder. Selain itu dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data 
primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses perjanjian kredit dapat terlaksana 
apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku menurut hukum 
perdata maupun yang diatur secara khusus dari bank. Perjanjian menimbulkan hak 
dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan. Sedangkan 
tanggungjawab hukum muncul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah 
satu pihak tidak melaksanakan kewajiban. Kesalahan  dapat didasarkan pada 
Wanprestasi karena melanggar perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum karena 
melanggar peraturan. 
Kata Kunci: Kepemilikan Rumah, Perjanjian Kredit, Tanggungjawab Hukum  
 
ABSTRACT 
This study aims to khow the process  of agreement in home ownership credit.  
Because of that actions then the binded side have to responsible of the losses. 
Location of this study in Bank BTN Syariah Surakarta Branch coorporate with PT. 
Aristo Kurnia Alam as the developer in providing decent houses to stay for low 
income communities. The method of the study is normative with the descriptive study 
because it will divide thoroughly and systematic about KPR. Data source is focus in 
literature research aim to find the secondary data with primary legal materials. The 
result of this study show that the process of credit agreement could underwent if the 
term and codition has been fulfilled according civil law however otherwise regulated 
by the bank. With this agreement, it will effect the rights and obligations for all sides. 
Then the legal liability appears in  the connection of  a mistakes that did by  the a 
side that do not undergo their obligations. Mistakes could grounded by default 
because break the agreement dan Unlawful Acts. 
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1. PENDAHULUAN 
  Kebutuhan akan rumah sebagai salah satu kebutuhan primer saat ini semakin 
menunjukan indikasi peningkatan dan berpengaruh pada pembangunan 
perekonomian  di Negara Indonesia. Pemenuhan atas perumahan semakin hari 
diharapkan semakin maningkat namun bagi mereka yang termasuk golongan 
menengah oleh karena keterbatasan ekonomi namun ingin tetap memiliki rumah 
layak huni bukanlah sebuah masalah yang besar. Mengingat beberapa penyedia 
jasa keuangan menyediakan cara pembelian rumah dengan mencicil dalam jangka 
waktu yang telah ditetapkan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi 
sebagai salah satu program dari Pemerintah.  
  Di dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akan melibatkan beberapa pihak 
baik dari Nasabah selaku debitur, Bank sebagai penyedia jasa keuangan yang 
disebut kreditur serta Developer selaku penyedia/pelaku usaha perumahan. Di 
dalam proses ini tidak terlepas dari adanya hubungan hukum yang mengikat antara 
para pihak terkait berupa perjanjian dan kesepakatan untuk melakukan hak serta 
kewajiban yang tertuang di dalam perjanjian yang telah disepakati. Kesepakatan 
itu menimbulkan adanya tanggungjawab hukum yang mengikat diantara para 
pihak dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Apabila dalam 
kepentingan tersebut terjadi kesalahan dan para pihak melanggar perjanjian serta 
yang dapat didasarkan pada wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. 
Istilah kredit berasal dari kara Romawi berupa Credere yang berarti percaya atau 
credo yang berarti saya percaya. Jadi hubungan dalam perkreditan harus didasari 
rasa saling percaya diantara para pihak untuk memenuhi segala ketentuan 
perjanjian.
1
 Adapula yang diartikan KPR sebagai salah satu bentuk dari kredit 
consumer yang dikenal dengan “Housing Loan” yang diberikan untuk konsumen 
yang memerlukan papan, digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah 
tangga dan tidak untuk tujuan komersial serta tidak memiliki pertambahan nilai 
                                                          
1
 Muhamad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta:PT Citra Aditya Bakti, hlm. 
365. 
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barang dan jasa di masyarakat.
2
 Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh 
para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak yang 
pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa “Perjanjian 
yang sah adalah perjanjiann yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-
undang sehingga dapat diakui oleh hukum (Legally Conchide).
3
 
Perjanjian antara konsumen dan developer di dalam proses jual beli secara 
kredit dalam kepemilikan rumah jika konsumen sudah menyetujui perjanjian 
kredit kepemilikan rumah, maka terjadi kesepakatan dimana konsumen 
menandatangani kepemilikan rumah sehingga timbul perjanjian dan rumah 
tersebut masih menjadi Agunan. Sementara itu developer sebagai penyedia 
perumahan melakukan perjanjian kerjasama dengan bank bahwa developer akan 
menyerahkan kepemilikan rumah tersebut kepada konsumen atau pembeli yang 
telah menyetujui melakukan kredit pemilikan rumah yang diajukan kepada Bank. 
Hal tersebut didasarkan pada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 
yang diatur secara jelas oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 
Rakyat RI No. 20/PRT/M/2014 dan No.21/PRT/M/2014 tertanggal 10 Desember 
2014. Sebelum melakukan perjanjian, bank di dalam memberikan kredit pemilikan 
rumah harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap nasabah yang akan 
mengajukan permohonan kredit pemilikan rumah, agar kredit yang diberikan oleh 
bank adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet. 
4
 
Di dalam Pasal 1131 KUH Perdata diletakan asas umum hak seorang kreditur 
terhadap debitur yaitu bahwa segala kebendaan si berhutang (debitur), baik yang 
bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada 
di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatanya perseorangan. 
Kewajiban bank atas konsumen dalam perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) 
                                                          
2
 Johannes Ibrahim, 2004, Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dalam Perjanjian Kredit Bank 
(Perspektif Hukum dan Ekonomi), Bandung: Mandar Maju,  hlm. 229. 
3
 Sudargo Gautama, 1995, Indonesian Business Law, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 76. 
4
 Munir Fuady, 1995, Hukum Tentang Pembiayaan Dan Praktik, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 
64. 
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tidak lain adalah memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen yang akan 
membeli rumah secara kredit. Selain itu memberikan kemudahan bagi kosumen 
untuk dapat memiliki dan melaksanakan isi perjanjian kredit yang telah ditentukan 
pada awal sebelum terjadinya kesepakatan antara para pihak (Bank dan 
Konsumen). 
Tanggungjawab hukum terjadi apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 
atau dapat dikatakan pihak tersebut melanggar ketentuan yang telah disepakati 
pada awal perjanjian kredit dibuat, tidak melakukan hak dan kewajibanya didalam 
hukum perdata dikatakan orang tersebut telah melakukan kesalahan yang dapat 
didasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam 
perjanjian/kesepakatan kredit harus mengganti kerugian atas kerugian yang 
ditimbulkan. 
Salah satu penyebab peningkatan pemberian KPR adalah masih banyaknya 
masyarakat yang membutuhkan rumah sedangkan sebagian besar masyarakat 
tersebut tidak mampu membeli rumah secarai tunai (cash). Akhirnya sistem kredit 
melalui KPR menjadi pilihan. Melihat kesempatan yang ada, maka setiap lembaga 
penyedia KPR harus bersaing untuk menawarkan berbagai kemudahan kredit 




Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pertama, 
bagaimanakan proses perjanjian para pihak dalam perjanjian kredit pemilikan 
rumah (KPR). Kedua, bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku 
terhadap kredit pemilikan rumah (KPR). Ketiga, bagaimana tanggungjawab 
hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. 
Tujuan untuk mengetahui proses perjanjian, hak dan kewajiban dan peraturan 
yang berlaku mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta untuk mengetahui 
tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Manfaat 
                                                          
5
 Krisnawati dkk. 2009, Analisis Persepsi Developer Terhadap Produk Kredit Pemilikan Rumah (KRP) 
Bank XYZ Cabang Bogor, Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol. 6 No, 1  hal. 1. 
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penulis melakukan penelitian ini meliputi: Pertama, memberikan pengetahuan 
tentang perkembangan yang terjadi dalam ruang lingkup ilmu hukum dalam 
kaitanya Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kedua, menjadikan hasil 
penelitian ini sebagai rujukan untuk penelitian tentang Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR).  
2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif dengan jenis 
penelitian deskriptif analisis. Sumber meliputi data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan studi lapangan 
dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara. Metode analisis data 
menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode dan teknik pengumpulan 
data dengan menganalisis data sekunder dipadukan dengan data primer yang 
diperoleh langsung di lapangan. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Perjanjian Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
3.1.1 Proses Sebelum Perjanjian Kredit 
Sebelum dilakukan proses perjanjian kredit untuk dapat terlaksana harus 
memenuhi semua persyaratan administrasi setelah dianggap lengkap 
kemudian dilakukan peerjanjian kredit pemilikan rumah (KPR), syarat-
syaratnya meliputi: 
3.1.1.1 Syarat Administratif 
Berisi persyaratan lain selain yang diatur di dalam Undang-undang 
misalnya dokumen-dokumen pendukung untuk terselenggaranya Perjanjian 
Kredit. Misalnya ada syarat tertulis dan syarat tidak tertulis. Syarat tertulis 
yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 
Surat Keterangan Kerja, Slip Penghasilan dan Fotocopy Sertifikat yang 
dimiliki dan lain sebagainya. Kemudian untuk syarat tidak tertulis sesuai 
dengan Ketentuan Hukum Perdata Indonesia bahwa pemohon telah berusia 21 
tahun, berpenghasilan tetap atau tidak tetap. Semua persyaratan yang telah 
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diajukan telah lengkap dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan 
keabsahanya.  
Selanjutnya bank melakukan analisis dengan cara wawancara  untuk 
mengetahui dan menilai apakah calon debitur ini dapat menjamin 
keberlangsungan dari Kredit Rumah tersebut atau tidak kemudian diterbitkan 
Surat Persetujuan oleh Bank atas disetujuinya permohonan pengajuan Kredit 
Pemilikan Rumah. Setelah diterima oleh Bank maka dilakukan pelunasan 
Uang Muka (DP) sebesar kesepakatan yang telah ditentukan yang minimal 
besarnya sebesar 10% dari harga rumah tersebut. Selain itu nasabah juga 
harus menyelesaikan biaya-biaya yang timbul dari adanya perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) antara lain membayar Pajak Penjual, Pajak Pembeli 
dan kemungkinan adanya biaya Administrasi. 
3.2 Syarat Perjanjian 
Dalam perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) antara pihak Nasabah 
dan pihak Bank telah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang 
menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu: 
3.2.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
Sepakat untuk menyetujui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara 
Bank dengan Nasabah. Saling mengikatkan diri atas adanya suatu 
perjanjian artinya menyetujui atas adanya hubungan hukum yang 
menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan mengikat para 
pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. 
3.2.2 Kecakapan untuk membuat perjanjian; 
Seseorang dikatakan cakap untuk membuat suatu perbuatan hukum 
adalah apabila telah dewasa berusia 21 tahun atau yang sebelumnya sudah 
pernah kawin (Pasal 330 KUH Perdata), tidak berada dibawah 
pengampuan artinya sehat secara fisik maupun batin dan dapat berfikir 
dengan baikserta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatanya. 
Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 
dikatakan bahwa batasan umur yang dijadikan sebagai parameter 
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seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah ketika 
telah berumur 18 tahun. Selain itu dikatakan bahwa dalam kepemilikan 
KPR Subsidi ini sasaran utamanya adalah yang telah berstatus sebagai 
suami-istri, dan telah berumur 21 tahun atau yang sudah kawin sudah 
berhak untuk dapat mengikuti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 
3.2.3 Adanya suatu hal tertentu; 
Suatu perjanjian harus memuat adanya pokok berupa suatu barang atau 
objeknya yang telah ditentukan, dalam hal ini objeknya adalah Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR), dimana KPR harus jelas bentuk rumahnya, 
harga, spsifikasi dari rumah tersebut dan fasilitas apasaja yang akan 
diterima oleh calon pembeli dalam hal ini Nasabah harus sesuai dengan 
tujuanya untuk memiliki rumah itu. 
3.2.4 Adanya kausa atau sebab yang halal. 
Artinya bahwa perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak boleh 
bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum, Kesusilaan  
serta tidak merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Maksudnya 
peruntukan harus sesuai dengan tujuan diadakan perjanjian kredit tersebut 
yaitu untuk menjadi rumah tinggal dan tidak dibenarkan digunakan untuk 
kepentingan lain selain yang telah ditentukan secara jelas pada awal 
dibuatnya akta perjanjian kredit bagi peruntukan rumah tinggal tersebut. 
3.3 Pada saat Perjanjian Kredit Dilakukan 
Nasabah menyetujui ketentuan bank atau dapat disebut dengan 
Ketentuan Baku dari Bank yaitu mengenai harga rumah, uang muka, jumlah 
angsuran, dan spesifikasi rumah. Kemudian mengisi formulir yang telah 
disediakan oleh bank, ketentuan dan Formulir yang telah ditentukan oleh 
Bank merupakan ketentuan yang telah dibakukan oleh bank yang disebut 
dengan Perjanjian Standart. Apabila Nasabah menyetujui ketentuan bank dan 
mengikuti yang kemudian disetujui oleh bank atas permohonan pengajuan 
KPR Sejahtera maka terjadi kesepakatan dan dibuatlah Akta Perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR). Kesepakatan terjadi pada saat penandatanganan 
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Akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dibuat. Perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) antara nasabah dengan bank termasuk di dalam Perjanjian 
Konsensuil artinya bahwa perjanjian sudah sah dan mengikat pada detik 
tercapainya sepakat serta mengakibatkan timbulnya Hubungan Hukum antara 
bank dan nasabah yang menimbulkan hak dan kewajiban. Antara bank dengan 
nasabah yang berakibat mengikatnya suatu perjanjian atau disebut Pacta Sunt 
Servanda.  
Saat terjadi Akad Perjanjian Kredit, semua pihak harus hadir dan  turut 
serta di dalam proses perjanjian kredit yang dibuat. Kata sepakat terjadi pada 
saat dibuat dan ditandatanganinya akta perjanjian KPR antara Bank dengan 
Nasabah. Setelah ditandatanganinya Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) maka dibuatlah Perjanjian Pelunasan Hutang yang berisi kewajiban 
nasabah untuk membayar kembali dan melunasi hutang nya kepada bank 
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Setelah Akta Pengakuan Hutang 
dibuat maka oleh Notaris dibuatlah Akta Jual Beli dimana antara developer 
dengan nasabah terjadi Perjanjian Peralihan Hak yaitu peralihan hak atas 
tanah dan bangunan yang sebelumnya beratasnama PT. Aristo Kurnia Alam 
selaku developer menjadi Hak Milik dari nasabah sedangkan antara bank 
dengan nasabah terjadi Perjanjian Peralihan Hutang yang dimana semua hal 
tersebut tercantum di dalam Perjanjian Pembaiyaan. Penyerahan Sertifikat 
Atas Rumah tersebut dilakukan sebelum Akad Perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Selain itu didalam 
Perjanjian Pengakuan Hutang untuk menjamin pelunasan hutang nasabah 
dengan menjaminkan akta kepemilikan atas tanah dan bangunan sesuai 
dengan peraturan dan kesepakatan antara nasabah dengan bank. 
3.4 Proses Setelah Terjadi Kesepakatan 
Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) termasuk dalam Perjanjian 
Sewa Beli karena selama rumah tersebut belum lunas dan  masih mengangsur 
maka nasabah adalah pihak penyewa namun setelah semua dibayar lunas 
nasabah menjadi pihak pembeli dan terdapat adanya peralihan hak milik, 
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maka rumah dan sertifikat hak milik diserahkan oleh Bank kepada Nasabah 
dan menjadi Hak Milik dari Nasabah. Atau dapat dikatakan bahwa selama 
nasabah belum melunasi hutangnya secara mengangsur maka otomatis dapat 
dikatakan sebagai penyewa, namun setelah membayar lunas hutangnya maka 
nasabah dapat dikatakan sebagai pembeli dari rumah yang diangsurnya 
tersebut. 
Setelah semua tahapan di dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
terlaksana maka menerima kunci atas rumah tersebut dan dapat segera 
ditinggali selain itu juga dilampirkan  Fotocopy Akta Jual Beli serta Fotocopy 
Sertifikat Hak Milik Atas Nama Nasabah yang bersangkutan. 
 
3.5 Hak dan Kewajiban serta Peraturan yang Berlaku terhadap kepemilikan 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara Nasabah dengan Bank 
Bank adalah (1) Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan 
kepada Konsumen (nasabah); (2) Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi 
kesepakatan yang telah disepakati bersama; (3) Melelang agunan dalam hal 
nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan 
akad kredit yang telah ditandatangani oleh kedia belah pihak; 
Di dalam Pasal 1131 KUH Perdata diletakan asas umum hak seorang kreditur 
terhadap debitur yaitu bahwa Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak 
milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan 
untuk prikatan perorangan debitur itu. Dari pernyataan dalam pasal tersebut maka 
dapat dikatakan bahwa untuk menjamin bahwa debitur akan mengembalikan dana 
yang dipinjamnya dengan jangka waktu tertentu maka harus ada jaminan dalam 
kepemilikan rumah (KPR) yang berupa sertifikat hak milik atas rumah tersebut, 
yang ditahan oleh kreditur dalam hal ini adalah bank untuk mengantisispasi 
apabila debitur ingkar dalam melakukan perjanjian yang telah disepakati. 
Kewajiban Bank adalah (1) Memberi kemudahan bagi Nasabah untuk dapat 
memperoleh informasi secara lengkap dan tepat mengenai Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR); (2) Mengembalikan agunan, ketika kredit pemiliakn rumah (KPR) 
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telah lunas sesuai dengan lamanya waktu kredit yang disepakati maksimal 20 
tahun; (3) Melakuan pengawasan terhadap debitur (Nasabah) apabila melakukan 
kesalahan yang dapat berakibat pada adanya wanprestasi atau perbuatan melawan 
hukum yang merugikan bank selaku kreditur dalam perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah(KPR). Sementara itu dapat dikatakan bahwa Kewajiban bank atas 
nasabah di dalam perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) tidak lain adalah 
memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen yang akan membeli rumah 
secara kredit. Selain itu memberikan kemudahan bagi Nasabah untuk dapat 
memiliki dan melaksanakan isi perjanjian kredit yang telah ditentukan pada awal 
sebelum terjadinya kesepakatan antara para pihak (Bank dan Nasabah). 
3.6 Hak dan Kewajiban Nasabah selaku Konsumen 
3.6.1 Hak Nasabah 
Dalam pasal 4 Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen 
Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa Hak Konsumen adalah : (1) Hak 
atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa; (2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa 
sesuai dengannilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) Hak 
atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa; (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluanya atas 
barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) Hak untuk mendapatlan advokasi, 
perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara 
patut; (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (7) Hak 
untuk diperlakukan atau dilayani secata benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (9) Hak yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan lainya. 
Apa yang dimaksud sebagai barang dan/atau jasa diatas adalah rumah 
karena yang diperjanjikan ialah kepemilikan atas rumah yang dibayar secara 
mengangsur atau ada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh para pihak. 
   




3.6.2 Kewajiban Nasabah  
Kewajiban Nasabah sebagai Konsumen yaitu membayarkan sejumlah 
uang kepada bank yang dibayarkan setiap bulanya sesuai dengan Perjanjian 
Kredit yang telah disepakati. Selama jangka waktu pelunasan Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) belum lunas yang dilakukan bank kepada konsumen 
ialah menjaga atas Sertifikat Hak Milik Atas Rumah dan Bangunan atas nama 
nasabah tersebut dan memastikan bahwa yang bersangkutan membayar 
angsuranya secara tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo perbulanya 
selama jangka waktu yang telah disepakati di dalam perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR). 
 
3.7  Tanggungjawab Hukum Apabla Salah Satu Pihak Melakukan 
Kesalahan 
Tanggungjawab hukum terjadi apabila salah satu pihak melakukan 
kesalahan atau dapat berupa debitur tidak mampu membayar lagi 
kewajibanya. Sehingga telah memenuhi kriteria wanprestasi yaitu seharusnya 
nasabah (debitur) berkewajiban membayar apa yang telah diperjanjiakan 
didalam akta perjanjian tetapi tidak mampu membayar lagi dan karena 
perbuatanya itu menyebabkan kerugian bagi pihak bank (kreditur). Kesalahan 
dalam kaitanya dengan Wanprestasi yakni melakukan kelalaian, kealpaan, 
cidera janji, tidak menepati kewajibanya dalam kontrak. Jadi wanprestasi 
dapat dikatakan adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak 
melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat 
timbul karena kesengajaan, atau kelalaian debitur itu sendiri. Wanprestasi 
dapat didasarkan pada Pasal 1238 KUH Perdata. 
Nasabah (debitur) dapat dikatakan Wanprestasi yaitu saat debitur berbuat 
sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam perjanjian. Seorang debitur 
(Nasabah) atau pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan 
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prestasi dalam perjanjian dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi 
apabila nasabah yang bersangkutan melaksanakan prestasi tetapi tidak 
sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu. Pihak 
debitur harus mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur dan bersedia 
menanggung semua resiko atas tindakan atau kesalahan yang diperbuatnya. 
3.8 Tanggungjawab Hukum karena adanya Kesalahan dalam kaitanya 
dengan Perbuatan Melawan Hukum 
Kesalahan dalam kaitanya dengan Perbuatan Melawan Hukum yakni suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hubungan hukum yang 
terjadi dalam perjanjian yang menyebabkan atau menimbulkan salah satu 
pihak mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukanya. Dalam Perbuatan 
Melawan Hukum terdapat beberapa unsur yaitu : (a) Adanya perbuatan 
melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang 
lain, bertentangan dengan peraturan hukum, bertentangan dengan norma 
norma yang hidup dalam masyarakat; (b) Adanya unsur kesalahan, yaitu 
sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan 
kepada si pelaku; (c) Adanya kerugian, yaitu tidak hanya kerugian secara 
materiil (uang) tetapi juga kerugian moril; (d) Adanya hubungan sebab akibat, 
yaitu hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang 
ditimbulkan sehingga pelaku dapat bertanggungjawab. 
Contoh konkritnya kesalahan didasarkan pada perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan oleh pihak bank dan developer dalam kaitanya dengan kondisi 
rumah yang diterima oleh nasabah tidak sesuai dengan spesifikasi atau kondisi 
rumah yang di perjanjikan misalnya tembok retak dan kondisi pintu tidak 
dapat digunakan dengan baik. Dalam hal ini mengapa dikatakan kesalahan 
tersebut dilakukan oleh bank dan developer, karena sebelum terjadinya akad 
perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) bank telah bekerjasama dengan 
developer dalam penyediaan unit rumah, berdasar dengan perjanjian 
kerjasama yang termuat didalamnya ketentuan mengenai fasilitas dan 
spesifikasi rumah yang akan diperjual belikan secara kredit.   
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Dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat dikatakan apabila 
unsur kesalahan telah terpenuhi maka pihak yang bersalah atau melakukan 
tindakan yang merugikan orang lain harus mempertanggungjawabkan atas 
perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini nasabah 
yang dirugikan atas adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank dan 
developer. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dikatakan bahwa tiap 
perbuatan yang melangar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, 
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk 
mengganti kerugian tersebut. Maka berdasarkan pernyataan dalam Pasal 1365 
KUH Perdata maka pihak kreditur harus mengganti sesuai dengan kerugian 
yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dalam akad perjanjian kredit. 
Apabila salah satu pihak telah ingkar atau tidak melakukan prestasi seperti 
yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama, maka pihak bank dan 




Pertama, proses perjanjian bagi para pihak dalam kredit pemilikan rumah 
(KPR) memalui beberapa proses yaitu (1) Proses sebelum perjanjian kredit, 
pemohon (Nasabah) harus melengkapi syarat-syarat administratif dan memenuhi 
syarat perjanjian. (2) Proses pada saat perjanjian kredit dilakukan Nasabah harus 
menyetujui ketentuan bank atau disebut dengan Ketentuan baku dari bank. (3) 
Proses setelah terjadi kesepakatan yaitu terjadi pemindahan hak milik atas tanah 
dan bangunan tersebut, namun ditangguhkan terlebih dahulu sampai nasabah 
melunasi hutangnya dalam rentang waktu yang telah disetujui.  
Kedua, hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku dalam KPR antara 
Nasabah dengan Bank. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak telah diatur 
secara jelas dalam ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) serta peraturan pendukung lainya yang oleh masing-
masing pihak  harus melaksanakanya sesuai dengan kesepakatan pada awal 
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dibuatnya akta perjanjian kredit pemilikan rumah. Peraturan yang berlaku adalah 
peraturan internal bank yang berisi tentang ketentuan yang berlaku dalam bank 
mengenai KPR. 
Ketiga, tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. 
Tanggungjawab hukum dalam kaitanya dengan adanya kesalahan yang dilakukan 
oleh salah satu pihak dalam kredit pemilikan rumah (KPR) dapat didasarkan pada 
Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata kesalahanya yang dilakukan 
berupa apabila nasabah tidak mampu lagi membayar kewajibanya yang berakibat 
kerugian bagi pihak Bank (kreditur) dan kesalahan yang didasarkan pada 
Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata berupa kesalahan yang 
dilakukan oleh bank dan developer dalam hal ini nasabah tidak menerima rumah 
sesuai dengan yang diperjanjikan pada awal perjanjian kredit pemilikan rumah 
dibuat. Berdasarkan hal tersebut pihak yang melakukan kesalahan harus 
mengganti kerugian. 
 
4.2 Saran  
Pertama, masyarakat yang akan memiliki rumah menggunakan system KPR 
Sejahtera dapat mengerti dan memahami proses dalam perjanjian kredit 
pemilikan rumah (KPR) serta persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam 
KPR tersebut. 
Kedua, nasabah pemohon kredit kepemilikan rumah yang akan mengajukan 
permohonan KPR mengerti dan benar-benar memahami tentang mekanisme 
palaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera. 
Ketiga, Bank BTN Syariah khususnya Cabang Kota Surakarta sebagai 
lembaga keuangan penyedia jasa pemilikan rumah secara kredit agar dapat 
memberikan informasi yang mudah untuk dipahami tentang penyediaan KPR 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mendukung program 
pemerintah. 
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Keempat, PT Arsito Kurnia Alam sebagai Developer dapat memberikan 
kemudahan dan menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah. 
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